BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah,
maka dapat diambil kesimpulam sebagai berikut:

1. Secara formal yuridis peradilan adat Negeri Liliama Kabupaten Seram
Bagian Timur Maluku belum diakui dalam sistem peradilan Indonesia,
Misalnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman khususnya Pasal 25 ayat (1) dimuat penjelasan mengenai
badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan
peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer dan peradilan tata usaha Negara walaupun-Undang-Undang Dasar
1945 pasal 18 B ayat (2) memuat pengakuan keberadaan masyarakat adat
namun belum ada Undang-Undang maupun Perda SBT yang mengatur
tentang pengakuan peradilan adat. Selain itu, penyelesaian perkara pidana
melalui mekanisme peradilan adat (diluar mekanisme peradilan formal)
dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum
acara pidana yang menentukan bahwa setiap perkara pidana harus diproses
dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam kenyataannya, mekanisme
peradilan adat ini menjadi alternatif lain yang kerap ditempuh para pencari

keadilan terutama dalam masyarakat yang masih berbasis kepada pola
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kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya.
Belum adanya peraturan daerah yang mengatur pengakuan serta
perlindungan terhadap eksistensi peradilan adat Negeri Liliama sehingga
menjadi hal penting bukan hanya bagi masyarakat hukum adat di Negeri
Liliama tetapi menjadi tanggung jawab bagi pemerintah provinsi maupun
kabupaten dalam membentuk perda terkait peradilan adat.

. Pertumbuhan hukum kedepan adalah perlu dibentuknya Peraturan
Perundang-Undangan pada tingkat nasional atau dengan dibahas kembali
dan disahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
serta Peraturan Daerah pada tingkat daerah mengenai pengakuan
eksistensi peradilan adat. Sehingga ada kepastian tentang kekuasaan
hakim adat, kekuatan hukum putusan pengadilan adat serta perkara atau
sengketa apa saja yang dapat diselesaikan di peradilan adat Negeri
Liliama. Realita yang terjadi di Negeri Liliama, bahwa untuk hal ini
kurang mendapat perhatian sehingga semua perkara maupun sengketa
dapat diselesaikan di peradilan adat dan tidak ada batasan. Kerja sama
pemerintah Negeri Liliama (lembaga peradilan adat) dan lembaga gereja
lebih ditingkatkan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya
terutama eksistensi peradilan adat. Lembaga peradilan adat kedepan harus

mengaktifkan kembali struktur lembaga adat yang sudah tidak berfungsi.
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B. Saran

Untuk mewujudkan pengakuan secara yuridis terhadap eksistensi peradilan

adat Negeri Liliama sesuai Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2)

tentang pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat adat, pasal 28 | ayat

(3) tentang Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat

tradisional dan pasal 32 ayat (1) tentang Negara menjamin kebebasan

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapatmenjadi bahan

pertimbangan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan

pemerintah Negeri dan kanwil Hukum dan HAM provinsi Maluku untuk
dapat melakukan perubahan, antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Pemerintah negeri
Liliama harus melakukan penyuluhan terkait dengan Undang-undang
tentang Desa, peraturan daerah Provinsi Maluku tentang penempatan
kembali Negeri-Negeri adat di Maluku, peraturan Negeri serta keberadaan
peradilan Negara sehingga pemerintah Negeri Liliama maupun peradilan
adat Negeri dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan sesuai aturan

2. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah harus meningkatkan upaya
perlindungan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia terhadap
masyarakat hukum adat secara merata dengan dibentuknya undang-
undang maupun peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat hukum

adat.
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UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

KUESIONER PENELITIAN

1. Judul Penelitian : PENGAKUAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT
PEMERINTAH NEGERI LILIAMA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
MALUKU

2. Responden

1.

SR . ° N

7.

Nama Responden :

Umur/Tanggal Lahir : Tahun/

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
Lama Tinggal di Negeri

Jabatan dalam Masyarakat

Pekerjaan :a. PNS d. Pegawai Swasta
b. Petani e. Pedagang
c. Wiraswasta f. Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir

3. Kuesioner

Mohon dapat memberi jawaban terhadap PERTANYAAN berikut sesuai dengan

pendapat Bapak/lbu/Sdr/i, dengan cara menjawab YA atau TIDAK beserta alasannya

YA

1.

2.

3.

4.

atau TIDAK
Apakah Bapak/lbu/Sdr/i pernah diberikan bimbingan dan penyuluhan oleh pemerintah
Negeri terkait peraturan Desa? : YA atau TIDAK

Apakah Bapak/lbu/Sdr/i pernah diberikan bimbingan dan penyuluhan oleh
pemerintah Negeri terkait penyelesaian perkara pidana maupun sengketa perdata di
peradilan adat Negeri? : YA atau TIDAK

Apakah Bapak/lbu/Sdr/i pernah menyelesaikan perkara maupun sengketa di
pemerintah Negeri? : YA atau TIDAK

Apakah Bapak/lbu/Sdr/i mendukung pemerintah Negeri maupun lembaga peradilan
adat sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan serta memutuskan perkara maupun
sengketa? : YA atau TIDAK



10.

Apakah Bapak/lbu/Sdr/i lebih memilih menyelesaikan perkara maupun sengketa di
peradilan adat Negeri dari pada peradilan Negara? : YA atau TIDAK

Apakah Bapak/lbu/Sdr/i yang bersengketa menerima sanksi (hukuman) sosial, denda
maupun ganti rugi yang ditetapkan oleh peradilan adat Negeri? : YA atau TIDAK

TIDAK

Apakah Bapak/lbu/Sdr/i akan melaporkan kepada pihak yang  berwenang
(Polisi) jika ada pihak-pihak menganggu ketertiban umum atau melanggar adat
Negeri? : YA atau TIDAK

Apakah Bapak/lbu/Sdr/i akan menyambut baik terhadap pemberian sanksi yang
tegas sesuai undang undang yang berlaku di Negara terhadap pelaku kejahatan?
: YA atau TIDAK

Apakah Bapak/lbu/Sdr/i setuju tentang diberlakukannya suatu PERDA atau
undang undang oleh pemerintah, yang mengatur pengakuan dan perlindungan
peradilan adat? : YA atau TIDAK
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